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Dari Redaksi

Ibarat pepatah yang seringkali
diperkenalkan dalam dunia hukum, “dimana ada
masyarakat, di situ ada hukum atau dimana ada
hukum, di situ ada masyarakat”, artinya
keberadaan masyarakat tidak akan terlepas dari
norma-norma yuridis. Norma-norma yuridis
menjadi dibutuhkan oleh masyarakat karena di
tengah masyarakat memerlukan tatanan atau
norma-norma yang mengaturnya. Dengan norma
yang mengaturnya ini, bangunan masyarakat
diharapkan terjaga dan berkembang menjadi
lebih baik dan progresif.

Sayangnya, tidak selalu anggota
masyarakat itu menjadi subyek yang selalu
patuh atau taat pada peraturan perundang-
undangan. Banyak anggota masyarakat yang
terpaksa atau sengaja menjadi pelanggar norma.
Mereka ini menjalankan aktifitas yang
bertentangan dengan norma hukum, padahal
norma hukum ini sudah dikenal dan
dipahaminya. Mereka masih saja memilih jalan
yang tidak selaras dengan norma yang berlaku.

Jurnal Dinamika Hukum yang terbit dalam

edisi kali ini juga mendeskripsikan soal

beberapa pola pelanggaran hukum atau model
perilaku menyimpang di masyarakat. Perilaku
menyimpang ini ditelaah oleh para pakar sesuai
dengan bidang kajiannya, di samping model
perilaku lainnya di masyarakat.

Redaksi
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ILLEGAL FISHING

Oleh: Moh. Muhibbin
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang)

Abstract

Everybody confesses that Indonesia’s marine wealth is tremendous.
Though this marine potency is clearly the nation’s asset, it is not always
able to be expected to bring advantages for people if Indonesian people
tend to destroy or trap in the practice of capitalism and dehumanization of
marine wealth or by doing illegal fishing. This huge potency can be
damaged one day if people’s greediness is uncontrolled.

Keywords: marine wealth, people’s greediness

Salah satu problem besar yang tidak boleh dinafikan oleh pilar bangsa adalah
pencurian atau penjarahan kekayaan hasil laut. Ulah penjarah telah membuat anatomi
kehidupan laut Indonesia tercabik-cabik, yang bisa berdampak lebih serius bagi
keberlanjutan hidup kekayaan bahari dan masa depan negeri ini.

Pertanyaan logis yang berada di benak kita, apakah nantinya kekayaan laut
juga akan habis dan mengaloami kerusakan parah seperti kekayaan hutan setelah
dirusak, dijarah, atau didehumanisasikan oleh manusia? Apakah di tahun 2011 ini,
masyarakat mampu menyelamatkan kekayaan laut negeri ini? Akankah manusia
Indonesia mencapai tahap kesadarannya kalau selama ini sudah membuat banyak
kerusakan terhadap sumberdaya bangsa?

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M. Riza
Damanik menyatakan, potensi kerugian akibat praktik pencurian ikandan
penangkapan ikan ilegai setiap tahun ditaksir mencapai Rp. 80 triliun. Kerugian tersebut
terdiri dari potensi ikan yan hilang mencapai Rp. 30 triliun dan kehilangan penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 50 triliun setiap tahun. Proteksi terhadap
sumber kekayaan laut Indonesia masih tidak optimal dilakukan oleh pemerintah, dalam
hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persoalan pencurian ikan atau kekayaan
laut bukan lagi atas nama perusahaan dan pribadi, namun sudah melibatkan
pemerintahan. Maraknya pencurian ikan di laut indonesia juga menunjukkan kalau
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